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Pemberian hibah wasiat yang dilakukan oleh pewaris seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan
ketentuan mengenai bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Namun dalam kenyataannya hak
ahli waris tetap sgjaterlanggar, sebagaimana yang ditemukan dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri
Kutai Barat Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw. Oleh karenaitu permasalahan pokok dari penelitian yang
dituliskan ke dalam tesis ini adalah mengenai pemberian hibah wasiat yang mengakibatkan adanya hak yang
terlanggar terhadap ahli waris golongan satu yaitu istri dan anak luar kawin. Rumusan masalah yang disusun
untuk menjawab permasalahan pokok tersebut adal ah tentang akibat hukum dari pemberian hibah wasiat
kepada ahli waris golongan duaterhadap ahli waris golongan satu (istri dan anak luar kawin) dalam
kewarisan dan kedudukan anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapat pengakuan namun dalam
kenyataannya merupakan anak dari anak dari pewaris. Metode penelitian hukum doktrinal dipergunakan
untuk meneliti kedua objek hukum yang distudi yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan. Melalui studi dokumen, bahan- bahan hukum relevan yang diinventarisasi selanjutnya
dianalisis. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa akibat hukum dari pemberian hibah wasiat
kepada ahli waris golongan duaterhadap istri dan anak luar kawin adalah adanya bagian waris yang
terlanggar sebagai ahli waris golongan satu. Selain itu, ditemukan bahwa tidak ada pembahasan dan
pertimbangan hakim mengenai kejelasan hukum anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapatkan
pengakuan namun pada kenyataannya merupakan anak dari pewaris yang pada dasarnya dapat dibuktikan
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesual dengan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitus
Nomor 46/PUU-V111/2010.

...... The granting of awill carried out by the heir should be carried out with due observance of the provisions
regarding the legitimacy portion (legitieme portie) of the legitimacy of the heirs. However, in reality the
rights of heirs are still being violated, as found in the case in the Decision of the Kutai Barat District Court
Number (PN Kutai Barat) 47/Pdt.G/2020/PN Sdw. Therefore, the main problem of the research written in
thisthesisis regarding the granting of awill which resultsin the violation of the rights of class one heirs,
namely wives and children out of wedlock. The formulation of the problem compiled to answer the main
problem is about the legal consequences of granting awill to class two heirs to class one heirs (wife and
children out of wedlock) in inheritance and the position of children out of wedlock who legally do not
receive recognition but in reality isthe child of the heir. The doctrinal legal research method is used to
examine the two legal objects studied, namely statutory regulations and court decisions. Through a
document study, the relevant legal materials that were inventoried were then analyzed. The results of this


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920519326&lokasi=lokal

study reveal that the legal consequence of granting awill to class two heirsto wives and children out of
wedlock is that there is a portion of the inheritance that is violated as class one heirs. In addition, it was
found that there was no discussion and consideration of judges regarding the legal clarity of illegitimate
children who legally do not receive recognition but in fact are children of heirs which basically can be
proven by science and technology in accordance with what is stipulated Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46 /PUU-V111/2010.



